
BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 eanun Kabupaten Aceh Utara Nomor
1. Tahun 2014. tentang {nggaran 

pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Utara Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan peraturan Bupati Aceh Utara
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kbbupaten Aceh

9lql_ Trny! Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBK Aceh Utara Tahun Anggaran 2014.

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1g56 tentanq pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Linqk"unqan Daerin
Propinsi sumatera Utard (Lembaran Negara nepuniir"inoo"nesu-ranun
1956 Nomor 58, Tambihain LemOJian N6gara 

-'-r'tomoiTtjSr); -"-"

2. Undang-Undang. Nomor 12 Tahun 1985 tentanq paiak Bumi dan
tsan[unan (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahuh 1gg5 Nomor
ou, tambahan Lem.baran Negara Nomor 3312) sebaqaimana telah
diubah densan Undang-Undailg Nomor 12 Taliun-i09+ itemoiiaii
Negara Re"pubtik tndo'nesii- fatrirn lgga- iltriir 62, iffit h;;
Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun '1g99 tentanq penvelenooaraan

llqg?Ia yanq,Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dah Neiioiisme
(l-_e_nlbaran, Negara Republik lndonesia 'Tahun lggg Nomor |i,
tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3951);

4 
Hifl?lf;H!3fi 8,ffi !l.;,i*',]s;,H5l'i3.,f "'ng 

Penverenssaraan

5. undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentanq Keuanoan Neoara
fLembaran Negara Republik lndonesia Tahun- 2003 Jrlom or' 4i .

tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4296);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentanq perbendaharaan

ueg?rq (Lembaran Negara Republik lndonesia Tah-un 2004 Nomoi 5.
tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

7 . undang-Undang _Nomor 15 Tahun 2oo4 tentanq pemeriksaan

[Slf Biif ?,i,1?t,t,,qs#?,nJ'USBf ',tsL%?.]u:nffJb:f, *f 
,il]8gilfi

Negara Republik lndonesia Nomor a400);
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8. Undang-undang.
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8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentanq Sistem perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Neqara Rep-ublik lndonesia Tahun
2004 Nomor '104, Tambahan Lembarin Negara Republik tndonesia
Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentanq Pemerintahan Daerah
qebagaimana telah diubah terakhir denqan Undanq-Undanq Nomor 12
Tahuh 2008 tentang Perubahan kedua Stas Undani-Undani Nomor 32
Tahun 2004 tentanq Pemerintahan Daerah (Lembaian Neoa-ra ReDUblik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemb-aran N'egara
Republik lndonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentano Perimbanqan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dae-rah

fLembaran.Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor i26,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentanq Pemerintahan Aceh
flembaran Negara Republik lndonesia Tahui 2006 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4633);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentanq Paiak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonebia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembara-n Negaia Republik lndonesia Nomor
5049);

13. Undang-Undanq Nomor 12 Tahun 2011 tentanq Pembentukan
Peratuian Perundano-Undanqan (Lembaran Neqara Rdpublik lndonesia
Tahun 2011 N_o11qr 82, Jambahan Lemblran Nbgara Republik
lndonesia Nomor 5234),

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentano Tentano
kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil KepaTa Daerafi
llembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentanq Paiak Daerah
llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200-1 Momor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138):

'16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentanq Retribusi Daerah
llembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2401 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139):

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentanq Kedudukan
Protokoler dan Keuanoan Pimoinan dan Anqoota DPRD (Lembaran
Negara Republik lnd6nesia Tahun 2004 

-Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebaqaimana lelah
tiqa kali diubah, terakhir denqan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahbn ketiqa atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokeler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Neoara Republik lndonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4712);

'18, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentano Penoelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Nedara Hepublik
lndone-sia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lemlaran N'egara
Republik lndonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah denoan
Peiaturan Pemerintah Nomor 74'tahun 2013 tentano Perubahan A"tas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 teniano Penoelolaan
Keuanqan Badan Lavanan Umum (Lembaran Nedara Reoublik
lndoneiia Tahun 2013 Nomor 171, tambahan Lembaran N'egara
Republik lndonesia Nomor 5340;

1 9. Peraturan Pemerintah.....



3

19. Peraturan Pemerintah
Perimbangan (Lembaran
Nomor '137, Tambahan
Nomor 4575);

Nomor 55 Tahun 2005 tentano Dana
Negara Republik lndonesia Tahiln 2005
Lembaran Negara Republik lndonesia

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentano Sistem lnformasi
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah denqan peraturan
Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentanq Perubahan itas peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentanq- Sistem lnformasi Keuanoan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndon-esia Tahun 20,10 Nomor 1"10,
I ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5155);

21, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentano penoelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Neqara Republik lndonesia Tahln 2005
N_ornor 140, Tambahan Lembarai Negarb Republik lndonesia Nomor
4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentano
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimaf
Negara Republik lndonesia Tahun 2005' Nomor '150.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentanq pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenqoaraan pemerintalan Daerah
[Lembaran Negara 

-Republik 
lndonesid' Tahun 2005 Nomor ,165,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan d_an Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negira Reiublik
lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tanibahan Lembiran Nbgara
Republik lndonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintai, Laioran
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah keoada Dewan
Penruakilan Rakyat Daerah dan lnformasi Periyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Nejara HEpublik
lndonesia Tahun 2007 Nom-or ig Tambahan Lembiran N'egara
Republik lndonesia Nomor 4693);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentanq pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah ientang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lenibaran Negara Re-publik
lndonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tarirbahan Lembaran Nbgara
Republik lndonesia Nomor 5104);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentanq Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndon6sia Tahun

.2010 No1q1 123, Tambbhan Lembarai Negdra Republik lndonesia
Nomor 5'165);

28, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 201iNombr 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 52'lg);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5272);

Pedoman
(Lembaran
Tambahan

30. Peraturan Presiden .....,
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30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagamana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2013 tentang perubahan kedua
atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20,1j
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 20'11 Nomor 310);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 540);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 253);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2013
Nomor 690);

35. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 253);

36. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 1),

37. Peraluran Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara (Berita
Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATT ACEH UTARA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 20'14 sebagai
berikut:
1. Pendapatan Daerah

. Pendapatan Asli Daerah

. Dana Perimbangan

Jumlah Pendapatan

2. Belanja Daerah
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Subsidi
3) Belanja Hibah
4) Belanja Bantuan Sosial
5) Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintahan Desa dan
Partai Politik

6) Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belan.ja Tid

LainJain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 235

Rp. 119.416.078.392,00

Rp. 1.335.1 58.1 86.050,00
.45'1.055,00

Rp. 744.900,351.074,00
Rp. 3.000.000.000,00
Rp 24.007.553,000,00
Rp. 10,657.830.000,00

Rp. 56.725.448.050,00
Ro 2.026.500 000,00

ak LangsungRp, 841.317.682.124,00

Rp

Rp
66 988.494 123,00

2 334.441,00

a

b

c

b. Belanja Langsung
'1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja

Surplus / (Defisit)

3. Pembiayaan Daerah:
a, Penenmaan Pembiayaan Daerah
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Rp.1.690,'1 1 2.715.497,00

,754.371.87 79 00

Rp. (6a.259159682,00)

Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan:

Rp.

Rp.

64.259.159,682,00

0,00

Pasal 2

Ringkasan ?enjabaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 'l dirinci lebih lanjut pada
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran.Alogaral Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 'l dirinci lebih lanjut dalam Lampiran ll, Lampiran lll dan Lam-piran lV peraturan
Bupati ini.

Pasal 4 .........

Rp. 92.469.442.950,00
Rp. 372.003.'145.594,00
Ro. 448.58'1.604.5'11.00
Rp. 913.054.'193.055.00
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Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanla Kabupaten yang ditetapkandalam peraturan ini dituangkan 
.lebih lanjut dalam Dokumen Felaksanaan ni,gglr.n-satuan

Kerja Perangkat Daerah seiuai dengan ketentuan perundang-und.ngrn.

Peraturan Bupati Aceh Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berdaya lakusurut terhitung sejak tanggal 1 Januari2014.

Agar s,etiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati AcehUtara dengan penempatannya daiam Berita Kabupaten. 
v-"--"

Ditetapkan di Lhokseumawe.
pada tanggal 24 Februari 2014 M

24 RabiulAwat ,1435 
H

-/*ro'AcEH ,TARAL

I
H. MUHAMMAfTHAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 24 14 ttt

24 Rabiul Awal 1435 H

, SEKRETARIS DAERAH /
l.gnauenTEN Ac EH UrARA(

ISA ANSHAR]

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOIMOR 4

/Ud,-


